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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Veteran Komplek Griva Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, email : bkpsdmpwk(@gmail.com
Website : bkpsdm.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: KPG/Kep.182-BKPSDM /2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih
diorientasikan pada peningkatan kinerja unit organisasi
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan serta memberikan pelayanan publik, oleh
karena itu perlu diatur sistem dan prosedur kerja
sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan
penunjang tertib administrasi di Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa sistem dan prosedur kerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

c. bahwa untuk optimalisasi sistem dan prosedur kerja di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, perlu di susun Standar Operasional
Prosedur;

d. bahwa berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten yang di susun pada tanggal 7 Juli
2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan



Mengingat

2023, terdapat beberapa SOP yang perlu dilakukan
penyesuaian dan perbaikan terkait adanya perubahan

kebijakan dan regulasi yang berlaku.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Undonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Mana-jemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;

e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur di Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia meliputi :

BIDANG PENGADAAN:

1. Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
2 Pengusulan Permohonan Data Pegawai;

3. Rekonsiliasi Data Simpeg BKPSDM ;

4. Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil

Negara.

o

Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana;

7. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan
Pelaksana;

8. Penerbitan Keputusan Perpanjangan Pegawai Tidak

Tetap (PTT);



9. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Pegawai Tidak
Tetap (PTT);

10. Pengusulan Kenaikan Pangkat;

11. Penyesuaian Masa Kerja;

12. Pengusulan Mutasi Keluar Kabupaten Purwakarta;

13. Pengusulan Mutasi Masuk dari Kabupaten/Kota
dalam Provinsi;

14. Pengusulan Mutasi Masuk dari Kabupaten/Kota antar
Provinsi;

15. Pengusulan Mutasi Masuk dari Provinsi/Instansi
Pusat;

16. Pengusulan Mutasi Jabatan Pelaksana antar
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta;

17. Pengusulan Pencantuman Gelar;

18. Perbaikan Dokumen Kepegawaian Layanan Bidang
Pengadaan;

19. Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen

Kepegawaian,;

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

20. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil;

21. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional (PKN);

22. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan
Administrator (PKA);

23. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas (PKP);

24. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis;

25. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional;

26. Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

27. Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat di
Perangkat Daerah:;

28. Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS;

29. Fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;



30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42,
43.
44,
45.

Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian ljazah
(UPI);

Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1;
Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2;
Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional,;
Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional;
Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui
Penyesuaian/ Inpassing;

Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui
Perpindahan;

Pemberhentian Jabatan Fungsional;

Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional;
Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Kategori
Keterampilan ke Kategori Keahlian;

Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional ;

Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar;
Pengusulan Tugas Belajar;

Penerbitan Surat Keterangan Belajar;

Perbaikan Surat Keputusan/Perintah;

Penggantian Surat Keputusan/Perintah Jabatan

Fungsional,;

BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

46.
47.
48.

49.

50.
51,
92.
53.
54.

55.
56.

Verifikasi Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai;
Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi PNS;
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi
Anggota Partai Politik (usulan/permohonan);
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi
Anggota Partai Politik (temuan);

Penerbitan Surat Keputusan Izin Perceraian Bagi PNS;
Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya;
Penerbitan Surat Keterangan Keluarga;

Penerbitan Keputusan Pensiun yang Mencapai Batas
Usia Pensiun (BUP);

Penerbitan Keputusan Pensiun Janda/Duda;
Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Diberhentikan

Dengan Hormat);



BY:

58.

59.
60.

Penerbitan Keputusan Pensiun Meninggal Dunia Aktif
(MDA-Tewas);

Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Cukup Masa
Pensiun);

Penerbitan Keputusan Pensiun (APS-Uzur / Sakit);
Penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat
Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS;

61. Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP);

62. Pengajuan Keputusan Petikan Ke 2/3 (Keputusan
Pensiun Hilang);

63. Penghargaan Pegawai Berprestasi;

64. Pemberian Bantuan kepada Pegawai;

SEKRETARIAT

65. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP;

66. Penyusunan Laporan Keuangan;

67. Pengajuan Pencairan Anggaran,;

68. Pengelolaan Surat Masuk;

69. Pengelolaan Surat Keluar;

70. Legalisir Dokumen;

71. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Pemeliharaan;

72. Pelaporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa;

73. Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

74. Penempatan Pegawai di BKPSDM;

75. Pengajuan Surat Perintah (SP) dan  Surat
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD);

76. Pengajuan Cuti;

77. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja;

78. Penerbitan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala;

79. Pengelolaan Arsip Aktif;

80. Pengelolaan Arsip Inaktif;

81. Pengajuan Peminjaman Arsip;

82. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

83. Pengukuran Kinerja;

84. Pengumpulan Data Capaian Kinerja;



85.

Pengajuan Data Kehadiran dan Kinerja untuk

Pengajuan TPP;

86. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat;

87. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

88. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

89. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

90. Penyusunan Perjanjian Kinerja;

91. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah LPPD;

92. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan;

93. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran
(DPA);

94. Penerbitan SPP Dan SPM;

95. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;

96. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Tahun
Berjalan;

97. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

98. Pengendalian Gratifikasi di Lingkup BKPSDM
Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta;
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

_AKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGBEM X AN.SUMBER DAYA MANUSIA

NIP. 196708291995031001



NOMOR SOP : 01/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN : 01 Agustus 2023

TGL. REVISI : -

WIBAWA NARTA RAHARJA

% TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MASAAN ;mmm DATA PADA
NAMA SOP : sxs*rnu KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan perbaikan data kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS | 2. Mengetahui SOP peremajaan/perbaikan data pada system kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas | 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen office.
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 | 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
tentang Kenaikan Pangkat PNS 5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 | 6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Pengusulan Kenaikan pangkat; 1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
-  SOP Pemberhentian Pegawai 2. ATK
- SOP Mutasi Keluar

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja | ENCRepegw St CLl )

pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya




PEREMAJAAN/PERBAIKAN DATA PADA SISTEM KEPEGAWAIAN
Nomor : 01/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat ala | Sekretaris Kabid Anggota Tim
Daerah nxgénn BEPSDM | Pengadann | KOt THE | - o e Sekretariat Parsysratan/ Enayapen Wkt Outpok
T- SUTHEL TETEEITTE OarT FETAlERar
Daerah
\ 2. Melengkapi data terkait
/ pemutakhiran/perbaikan data
kepegawaian
a. Golongan/KP
b. Pendidikan
¢. Pencantuman Gelar
d. PMK
e. Pengajuan PMK
f. Jabatan
5 R Surat usulan
Penyampaian usulan permchonan g. Diklat
1 |pamutakhiran/ perbaikan data olsh h. Angka kredit T B L
7 i pemutakhiran/
Perangkat Daerah i. Hukuman Disiplin perbuikan dats
j. Data Pribadi
k. CPNS/PNS
1. SKP
m. Orang tua
n. Pasangan
o. Anak
p. Penghargaan
q. Organisasi
r. Kinerja
s. Pemberhentian Sementara
Surat usulan
2 Penerimaan usulan permohonan ;i_-__ 71 |Surat usulan permohonan 1 hari permohonan
pemutakhiran/ perbaikan data L pemutakhiran/ perbaikan data pemutakhiran/
nerhaikan data
R et —] la—1 < Surat usulan permohonan i
3 Mmd‘fﬁ‘:f“ka“ “s‘;::,’ll{ pe':'?h"“a” - o= pemutakhiran/ perbaikan data dan ] ha | gl
pemutakhiran/ per an data l Lembar disposisi pimpinan
Menyampaikan Google Form | > 3003113 Formh
4 |Perubahan/Perbaikan Data ' Disposisi pimpinan 1 han aen
Kepegawaian pel_'ubahanfper
baikan data
Mengisi Google Form iy Gopgle
5 |Perubahan/Perbaikan Data Coogts Fosin Hiolwn 1 hari ¥t Usulsn
perubahan/perbaikan data perubahan/ per

Kepegawaian

baikan data




Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat Kepala | Sekretaris Kabid Tim Ket
Deiodial BKPSDM BKPSDM Hetua Tim I & Persyaratan/ Kelengkapan Walktu Output
i &
Pemohon mengunggah dokumen Isian Google Form Usulan
6 persyaratan melalui aplikasi SIMPEG perubahan/perbaikan data dan T Unggahan
sesuai dengan keperluan data yang f' 1 dokumen yang akan dimutakhirkan dokumen
akan dimutakhirkan —5— [diperbaiki
¥ Usulan
Verifikator memeriksa keabsahan ] dokmL:JT::hi /
7 |dan kelengkapan data yang Unggahan dokumen 1 hari |P€ ; s
: ; perbaikan yang
dilampirkan
telah
diverifikasi
ERoreY pemut,?khllran}perbajkan Usulan dokumen Lot yaf‘lg Seals
8 data pada aplikasi ke SIASN oleh st /serbudion van etk 1 ek mutakhir/Data
petugas ADA dan/atau ke SIMPEG z?verifikasi FEREREyans yang telah
oleh operator SIMPEG diperbaiki
Penginformasian terkait progress
input data kepada kepada pengelola - . Informasi
9 |kepegawaian/ Petugas ADA di unit o 12?;: ’é?”gr;‘:i? Rk NI | § et [ Bemuitedibiivnn
kerja ybs oleh pengelola SIMPEG e : Perbaikan

BKPSDM




WIBAWA KARTA RAMAFRJA

R,
]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 02/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI 2w

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PENGUSULAN PERMOHONAN DATA PEGAWAI

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

4. Keputusan Bupati Purwakarta  Nomor 042.05/Kep.57-
Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 214 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Memahami aturan yang berkaitan dengan PPID;

Mengetahui SOP pemberian data kepegawaian;

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

Lk

oo

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

-  SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN




PENGUSULAN PERMOHONAN DATA PEGAWAI
Nomor :02/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala Sekretaris Kabid Anggota Tim
Pemohon BKPSDM BKPSDM | P Aoa Ketua Tim Tim i ¢ Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output
1 Penyampmc.m ML Pt Surat Permohonan data 1 menit Sk o e
data oleh pihak eksternal permohonan data
e - .
, > Registrasi Surat usulan
Penerimaan usulan permchonan | Surat usulan permohonan =
E : 1 menit |permohonan data dan
data j data ; .
I Lembar disposisi
Mendispoisikan usulan permohonan |_t 1 !_ It Surat usulan permohonan ; I S
| | t |D
3 Laata 5 i | date:dan Lesnbar dispoaisd 30 menit |Dispoisi pimpinan
y
Menelaah usulan permohonan data ¥ = P .. |Disposisi pimpinan ke tim
] i 3
* | Sergan berdsaarian pezin PHD T Rispesial pluiosn DI | in
5 Memberikan data/informasi yang di T L1, DlsPoa1a1 pimpinan ke tim 60 st Data/informasi yang di
butuhkan d ¢ kerja butuhkan
Membuat surat penolakan I 1 . = .
6 |pemberian data/informasi yang di T f==) D]SPOSIS] Piapiei e tm 10 menit ane plenula.kan
; kerja pemberian data
ajukan
. Menyampaikan surat pemberian L 8 -‘FI Surat pemberian . | Datafinformasi yang i
7 |data atau surat penoclakan | data/penolakan pemberian 10 menit
: butuhkan
pemberian data - data




WiHAWA sARTA AAHARIA

o
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NOMOR SOP

03/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN

01 Agustus 2023

TGL. REVISI ! -

TGL. EFEKTIF

\

an Kepegawaian dan
pRgembangan
ek Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA o
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ~196708291995031001
MANUSIA
NAMA SOP REKONSILIASI DATA SIMPEG BKPSDM
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan pengelolaan data pegawai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS | 2. Mengetahui SOP rekonsiliasi data SIMPEG;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas | 3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

4.
5.
6

office.

Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN
Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;

1.
2.

Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan seluruh data kepegawaian yang harus sangat di
perhatikan kebenarannya

Data kepegawaian di SI ASN




WIBAWA KARTA SAHARIA

..
S

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 04 /SOP BKPSDM /2020
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI .- .
TGL. EFEKTIF 28 Agustus 2023 \
DISAHKAN OLEH
N <4

PENGHUSHBEAN FORMASI
NAMA SOP KEBUTUHAN APARATUR SIPIL

NEGARA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

o RN

Mengetahui SOP Penyusunan Formasi Pegawai

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu mengoperasikan aplikasi SI ASN perencanaan

Mampu berkoordinasi dengan Kementerian dan perangkat daerah
Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office

Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Pengadaan Aparatur Sipil Negara

1

2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

Form penyusunan laporan

PERINGATAN:

- Memperhatikan prosedur pengisian data di Sl ASN supaya sesuai
dengan kebutuhan prangkat daerah;

- Memperhatikan verifikasi berkas persyaratan yang sesuai dengan
formasi yang di butuhkan
Melakukan verifikasi jumlah PNS dan jumlah usulan PNS yang di
ajukan oleh masing-masing perangkat daerah, harus sesuai dengan
jumlah standar PNS untuk Daerah

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Data tersinkronisasi dengan SI ASN, dan tersimpan di database BKN
Di lakukan update apabila ada perubahan data

Pengarsipan secara manual dan elektronik

Disusun tiap 5 tahun sekali dan di rincian per tahunnya

Di usulkan tiap tahun, dan bila ada perubahan usulan dilakukan pada
bulan April tahun sebelumnya




PENGUSULAN FORMASI KEBUTUHAN ASN

Nomor :04 /SOP BKPSDM /2023

Pelaksana MUTU BAKU
Kepala
No URAIAN KEGIATAN Perangkat pa Sekretaris | Kepala Ketua | Anggota Tim Tim Ket
Daerah r:.lltlm]', BKPSDM BEPSDM Tim Pengadsan Sakcebaiat Bupati BEN Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu OQutput
ngadaan
i 1. Surat daftar usulan
| Formasi Pegawai dari
1 Menyampaikan usulan A pemochon / Perangkat Daerah 1 hasi Usulan Formasi
formasi ke BKPSDM 2. Peta Jabatan Perangkat Daerah
3. Analisis Jabatan
4. Analisis Beban Kerja
Usulan formasi Dalam
2 Menerima usul formasi dan Usulan Formasi Perangkat 1 hasi Perangkat Daerah bentuk
Perangkat Daerah L Daerah dan Lembar Fisik dan
disposisi softcopy
1 e R Usulan formasi
" - . . i) < ;
3 Mendisposisi Usul Formasi | | _'{__—|4_ (I Usulan formasi Perangkat ¥ Bt Perangkat Daerah
dari Perangkat Daerah ‘ Daerah dan Lembar disposisi dan disposisi
1 pimpinan
T . 1 ; Usulan Formasi
" Memverifikasi dan menelaah B -9 l N . v E::::nh 2) d‘m Pm:aflgj(at 2 hari |Y208 sudah
usulan formasi : .na:'n Ppoanl diverifikasi dan
prnpS ditelaah
Bersama
¥ " Draft rencana
Menyusun rencana | e Usulan Formasi yang sudah " dengan
1] : tuhan tah
= kebutuhan tahunan i_._.___—|J diverifikasi 9. hart l;f]]m W it Perangkat
Daerah
Memproses penetapan — =1 e friom— Rencana Kebutuhan
6 |rencana kebutuhan ASN g Jl— > _,I_—"‘;_ - gl t[;r:lfl’tnzlcana keb!.:_\.llhan 5 hari |Tahunan N-1 yang
tahunan telah ditetapkan
Pengusulan usulan formasi Usulan Rencana
o berupa dokumen rencana [ i Rencana Kebutuhan Tahunan 1 hari Kebutuhan Tahun N-
kebutuhan ASN melalui link J N-1 vang telah ditetapkan 1 yang telah
pengusulan kebutuhan ditetapkan
. . | |Usulan Rencana Kebutuhan
8 Menerima usul formasi / | ratuman N-1 yang telah 1 hari Rencana Kebutuhan

tahun N-1

ditetapkan

Tahunan N-1
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP

05/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN

01 Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1.
2:

Nowsw

Memahami peraturan yang terkait

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Memahami aplikasi SI ASN dari Kemenpan & RB

Mengetahui SOP Pengadaan ASN

Mengetahui formasi PNS yang telah di tetapkan

Mampu berkoordinasi dengan kementerian dan perangkat daerah
Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAK /PERLENGHKAPAN:

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional
Kabupaten Purwakarta

- SOP Peremajaan /perbaikan data pada sistem kepegawaian

- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1.
2,

Form Surat Keputusan
Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harus sesuai formasi jabatan
pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

Usulan pengadaan melalui SI ASN dari Kemenpan RB

Pengarsipan secara manual dan elektronik

Dilakukan setelah ada penetapan dari Kemenpan & RB mengenai jumlah
pengadaan CPNS tahun berjalan




PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Nomeor : 05/SOP BKPSDM /2023

MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Kepala |Tim Seleksi Anggota Kett
KPSD D ¥ P 1 Waktu Qutput
5 i Ketua Tim Tem Persyaratan/ Kelengkapan tpu
Membentuk panitia Pengadaan ASN dan D | | | ) = i SK Panitia
A Tim Penguji i _-l— Cudanghiy Duttac Hagie i PenerimaanCPNS

Membuat pengumuman secara terbuka

a. nama Jabatan;b. jumlah lowongan
Jabatan;c. unit kerja penempatan;d.

Pengumuman melalui

3
5 melalui website dan pada papan I:j kualifikasi pendidikan;e. alamat dan |maksimal b s i
pengumuman menindaklanjuti tempat lamaran ditujukan;f. jadwal 10 hari sineren
pengumuman dari panitia seleksi pusat tahapan seleksi; dan g syarat yang =
harus dipenuhi oleh setiap pelamar
3 Menerima dan memverifikasi berkas <> Persyaratan sesuai dengan Peraturan it Berkas Lamaran yang
lamaran; memisahkan yang MS dan TMS Pemerintah No. 11 Tahun 2017 BN Img
y
Memasukkan berkas lamaran yang MS Ij ’ Berkas lamaran masuk
é Lam MS 1 hari ;
» ke dalam database kepegawaian :l Feion e database kepegawaian
M d b I:"Ir Berita Acara Hasil
L i sgeeinean vagnt tontang heckas :] Berkas lamaran yang MS 1 hari Seleksi Administrasi
amaran (Tahap 1)
: g ; ; ; Pengumuman di
6 Mengumumkan hasil Seleksi Berita Acara Hasil Seleksi $ ontina [Webaite dun sivedi
Administrasi {Tahap [} Administrasi (Tahap I) BB iy
1
7 |Membagikan kartu ujian I——_':I Daftar Hasil Seleksi Tahap [ 1 hart |Kartu Upan
Melakukan kerjasama dengan BKN
8 untuk: st ’ Kartu Ujian; KTP 1 hari |Perjanjian Kerjasama
Penerimaan CPNS menggunakan sistem
CAT
4
Melaksanakan Seleksi Tahap II (Seleksi
; : 4 Uiian Seleksi
o |Kompetensi Dasar) dan Tahap 111 (Seleksi Karta Ujian; KTP Sk Hasil Ujian Seleksi

Kompetensi Bidang) bersama Tim Seleksi
Nasional

Kompetensi Dasar




MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Kepala Tim Seleksi Kabid Anggota Hett
i ) Waktu Output
BKPSDM o Ketua Tim Persyaratan/ Kelengkapan P
Mengumumkan Hasil Seleksi Kompetensi o :
4 ’ Hasil U Selek
10 | Dasar (Seleksi Tahap I1) dan Seleksi Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Dasar | 1 minggu |, o0 Selekst
L, e Kompetensi Dasar
Kompetensi Bidang (Tahap III)
1
Membuat Usulan Nomor Induk Pegawai
11 |dan Meminta Persetujuan Teknis dari Daftar Peserta yang lulus ujian seleksi 1 hari |Surat usulan NIP
BEN
Menerima Penetapan Nomer Induk
12 |Pegawai (NIP) dan menyampaikan kepada :ll I——bl ’ Surat usulan NIP - Surat Penetapan NIP
CPNS ybs
Melaksanakan masa percobaan bagi L
« tah
) I e e 1 SK CPNS 1tahun |SK CPNS
A
14 Mengajukan pengangkatan menjadi PNS Ej Telah lulus mengikuti Diklat Dasar 1 mi Surat Usulan menjadi
bagi CPNS ke BKN bagi CPNS; Sehat Jasmani dan Rohani| ~ 20" |pNS
. e h 4
15 o peneFapan CFRS et 8 Surat Usulan menjadi PNS 1 hari |[SK PNS
dan menyampaikan kepada ybs
16 |Mendokumentasi SK (j SK PNS 1hari |SKPNS
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP

06/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

TUSAN JABATAN
NAMA SOP PELAKSANA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS
Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi

6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 060/Kep.438-Org/2021
Tentang : Penetapan Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Kerja (ABK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
2021

NP WD

1. Memahami peraturan yang terkait jabatan pelaksana

2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi

4. Mampu berkomunikasi dengan baik;

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
- SOP Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Pelaksana
- Peta Jabatan

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harrus sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yvang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

- Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses
kompetensi.

uji

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN KEPUTUSAN JABATAN PELAKSANA
Nomor : 06/SOP BKPSDM /2023

URAIAN KEGIATAN

MUTU BAKU

Kepala

Kabid
Pengadaan

Ketua Tim

Tim

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

Menerima usulan penetapan jabatan pelaksana
dari perangkat daerah dan mendisposisi

Surat usulan penetapan
jabatan pelaksana

Disposisi Surat

1 hari
2 Memverifikasi data jabatan pelaksana dan latar ) Surat usulan penetapan Rekomendasi penetapan
pendidikan pemangku jabatan pelaksana jabatan pelaksana jabatan pelaksana
v
3 Membuat surat penolakan penetapan jabatan [_J——-.l | Rekomendasi penetapan Surat Penolahan penetapan
pelaksana jabatan pelaksana jabatan pelaksana
1 hari
Membuat dan memproses petikan surat | Rekomendasi penetapan SK Penetapan Jabatan
4 P >
keputusan penetapan jabatan pelaksana == jabatan pelaksana Pelaksana
5 Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan |—JL‘__.| \ SK Penetapan Jabatan Daftar penyerahan
Pelaksana ke Perangkat Daerah Pelaksana dokumen
1 hari
A
SK Penetapan Jabatan SK Penetapan Jabatan
6 [Dolexmentasi Pelaksana Pelaksana

=]
{1
o
==

;
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NOMOR SOP 07/SOP BEPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF

K gawa.lan dan Pengembp
"ﬁ 3 Daya Manusia

DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA <
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
MANUSIA NAMA SOP JABATAN PELAKSANA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2018 tentang Manajemen PNS

3. Permenpan No. 41 Thn 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

4. Keptusan Bupati Purwakarta No. 067 /Kep.554-Ortala/2020 tentang
Penetapan Hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja
(ABK) di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta Tahun 2020

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Pengusulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 1. Form Surat Keputusan

- Peta Jabatan 2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet
- SOP Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat kepada ASN

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Penempatan jabatan pelaksana harrus sesuai dengan formasi
jabatan pelaksana yang telah di tetapkan oleh pejabat Pembina
kepegawaian;

- Peningkatan kelas jabatan pelaksana harus melalui proses uji
kompetensi.

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN JABATAN PELAKSANA
Nomor : 07/SOP BKPSDM /2023

MUTU BAKU
o S Kepala Eabid | potuaTim | ANROWR Butapsatny Waktu Output e
Pengadaan Tim Kelengkapan
Menerima usulan penetapan jabatan pelaksana ( )__,[_}_ Surat usulan penetapan ; .
; Dis si Surat
i dari perangkat daerah dan mendisposisi _"_—I ljabatan pelaksana wpam
1 hari
M ifikasi data jabatan pelak dan latar ) Surat usulan penetapan Relasneniil
emverifikasi data jabatan pelaksana dan la ura 3
: enetapan jabatan
% pendidikan pemangku jabatan pelaksana \ jabatan pelaksana Eelaics:na J
v
. ; Surat Penolahan
3 Membuat surat penolakan penetapan jabatan Rekomendasi penetapan penetapan jabatan
pelaksana ljabatan pelaksana pelakeana
1 hari
4 Membuat dan memproses petikan surat ol _]___.l I Rekomendasi penetapan SK Penetapan Jabatan
keputusan penetapan jabatan pelaksana g == ljabatan pelaksana Pelaksana
5 Penyerahan dokumen Surat Keputusan Jabatan |_,'_"|___I SK Penetapan Jabatan Daftar penyerahan
Pelaksana ke Perangkat Daerah Pelaksana dokumen
1 hari
y
6 IDok ; SK Penetapan Jabatan SK Penetapan Jabatan
olkumentasi Pelaksana Pelaksana
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 08/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023

TGL. REVISI A

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PENERBITAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN

NAMA SOP PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian

2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.
3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Penerbitan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT)

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem/Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Memperhatikan catatan kedispilinan PTT APBN tahun sebelumnya
-  Penempatan honorer juga sesuai dengan formasi jabatan pelaksana

Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data
Verifikasi berkas




PENERBITAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
Nomor : 08/SOP BKPSDM/2023

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN
Kepala Kabid Persyaratan/
BKPSDM P . Ketua Tim | Anggota Tim Kel fapan Waktu Output
Mengeluarkan Surat Edaran . 2
1 |Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke (D‘—D_-—Ui:]——.[ I Surat Edaran 3 hari Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten
semua perangkat daerah
Menerima surat dan merekapitulasi 3 : Rekapitulasi Data usulan
2 ; Surat Edaran terbit dari ; L
2 |usulan perpanjangan Kontrak pegawai BKPSDM Kabupaten 1 hari |perpanjangan Kontrak
honorer (PTT) P pegawai honorer (PTT)
Berkas usulan
Memverifikasi data usulan ‘L pengangkatan kembali dari
3 |perpanjangan Kontrak pegawai l i masing-masing PD dan 1 hari |Berkas sesuai persyaratan
honorer (PTT) daftar kekurangan
berkasnya
Memproses penetapan SK tentang | Draft SK tentang
: Wi d . .
4 |Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak :__IQ————l |1———{_Jﬂ—-‘—|_— D:rf;a;:i;ian;:n;e;;f:n 1 hari |Pengangkatan Kembali
Tetap (PTT ) i Ja0g - Pegawai Tidak Tetap ( PTT)
SK Pengangkatan Kembali
5 o B e o I Da
Penyerahan SK Ke perangkat daerah Pegawai Tidak Tetap (PTT) aftar penyerahan SK
1 hari
Y .
T — Ct) SK Pengangkatan Kembali —

Pegawai Tidak Tetap (PTT )
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP

09/SOP BKPSDM /2023
TGL. PEMBUATAN 01 Agustus 2023
TGL. REVISI 5 @ B

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH l‘\'@m
— =1k —

W

PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

NAMA SOP PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thn 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Thn 2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 Jo Perbup 56 tahun 2012
tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kab Purwakarta

1. Memahami peraturan yang terkait
2. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft

office.

3. Tertib Administrasi

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- SOP Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

1. Form Surat Keputusan
2. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Memperhatikan batas usia pemberhentian pegawi honorer (PTT)

- Di simpan sebagai data manual
Di lakukan update apabila ada perubahan data




PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
Nomor : 09/SOP BKPSDM /2023

No URAIAN KEGIATAN Kepala Kabid FE—

BEKPSDM Pengadaan Ketua Tim | Anggota Tim Kelengkapan Waktu Qutput

Mengeluarkan Surat Edaran
1 |Perpanjangan Kontrak PTT APBD ke ( )——PI |———b| I——>|:| Surat Edaran Abnd

semua perangkat daerah

Surat Edaran terbit dari
BKPSDM Kabupaten

Menerima surat dan merekapitulasi 3 . ’ Rekapitulasi Data usulan
; Surat Edaran terbit dari 3 3
2 |usulan pemberhentian Kontrak BKPSDM Kabupaten 1 hari |pemberhentian Kontrak
pegawai honorer (PTT) P pegawai honorer (PTT)
Memverifikasi data usulan v Berkas usulan Rekapitulasi usulan
3 |pemberhentian Kontrak pegawai | ] pemberhentian dari 1 hari |pemberhentian kontrak
honorer (PTT) masing-masing PD pegawai honorer (PTT)
Memproses penetapan SK tentang v Draft SK tentang
i = Daftar Usulan PTT dengan . : .
4 |PemberhentianPegawai Tidak Tetap l___lq———{ |<——{ I4——+ | persyaratan yang lengkap 1 hari |PemberhentianPegawai Tidak
(PTT) Tetap ( PTT)
Penyerahan Keputusan Ke perangkat :I___ SK PemberhentianPegawai
> . Daft <
8 daerah _D Tidak Tetap (PTT ) Ar pengerahsn S
1 hari

SK PemberhentianPegawai

Dok i
Tidak Tetap (PTT ) okumentasi

9 |Dokumentasi
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 10/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF 28 Aggstus 2023 |

adan Kepegawaian da
Pengembangan

DISAHKAN OLEH

bs'u'l:mf;{n:nmn PANGKAT

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

5, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

1. Memahami aturan vang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS

2. Mengetahui SOP kenaikan pangkat PNS

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SI-ASN

5. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

6. Tertib Administrasi dan Kearsipan

KETERKAITAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

- SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
- SOP Rekonsiliasi SIMPEG BKPSDM

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP berkaitan erat dengan pangkat atasan, TMT pangkat, predikat kinerja
pegawai, pemenuhan angka kredit JF yang harus sangat di perhatikan
kebenarannya

- Data kepegawaian di SI ASN




PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

Nomor : 10/SOP BKPSDM/2023

Pelaksana MUTU BAKU
No URAIAN KEGIATAN Perangkat Kepala | b etaris Kepala Ketua |Anggota Tim Tim Ket
Daerah N’“‘“‘I BKPSDM | BKPSDM | Tim | Pengadaan |Sekretariat| S°P*t [ BEN | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu S
. _ e i Penetapan Periode Usulan
Menerima surat pembentahuan ) ( . Kenaikan Pangkat periode Surat pemberitahuan
1 |pengusulan kenaikan pangkat dari ey berjalan dalam lingkup 1 hari |Kenaikan Pangkat ke
BKPSDM Pemerintah Kabupaten perangkat daerah
Purwakarta
1. Surat pemberitahuan it
Menelaah usul pegawai yang akan _l!' Kenaikan Pangkat ke Surat Usulan Ken
2 |diberikan Kenaikan Pangkat di [ H perangkat daerah § heri [Ponekat dan daftar
masing - masing Perangkat Daerah S T 2. Data Pegawai ROMIGAT. derl Ferangiost
3. Rekomendasi Pimpinan Pegiah
Mene‘rima dan mcncet'ak usulan Surat Usulan Kenaikan E:takan S:;lmt U S Dalam
3 Kena;l;an P;ingkat dari Perangkat l, Pangkat dan daftar nominatif | 1 hari dﬂ;:mmno‘m“‘a’*"‘mﬂém bentuk
Daerah melalui link google drive 2 i
dari Perangkat Daerah Perangkat Daersh softcopy
Cetakan Surat Usulan E:n " S;;;J;ué&:;l
F 7 aikan
4 |Menyiapkan administrasi disposisi L'L E| Kenalkan Pangket dan daftar | .0 lisner nominatit deri
] nominatif dari Perangkat
Daerah Pera.ngkat' Dae?’alh &
Lembar disposisi
Mendisposisi Surat Usulan el le b LW an Honation
5 |Kenaikan Pangkat dari Perangkat - |* R Pangkat dan daftar nominatif L bari IDi oy
Daerah | dari Perangkat Daerah & =i i e e e
1 Lembar disposisi
6 Menelaah pegawai yang akan T i 2 1 . i Daftr Pegawai yang
ditatiibng Kana Pangkat | | Disposisi pimpinan 5 hari |masuk input usul
aikan ] Y Kenaikan Pangkat
7 IMenginput usul Kenail Pangkat - Daftar Pegawai yang masuk 5 hari Usulan Kenaikan Pangkat
| input usul Kenaikan Pangkat melalui SIASN
8 Menginput berkas Kenaikan __+_l Usulan Kenaikan Pangkat . |Usulan Berkas Kenaikan
Pangkat oleh ADA [ i 10.hej
angkat oleh petugas ] melalui SIASN Pangkat melalui SIASN
[ Y Y
Memverifikasi berkas KP oleh T " "
9 |petugas Approval /Teken Usul - ] Usulan Berkes %{enmkﬂ.n 10 hari |Berkas Approval
Kenaikan Pangkat BKPSDM e Y Pangieat rovinhal SIASH
Memproses Penetapan Persetujuan T2 ]
10 Teknis Kenaikan Pangkat ____I Berkas Approval 10 hari |Persetujuan Teknis
Memproses Penetapan Keputusan 1 . . Draft Keputu
- Kenaikan Pangkat ¢ Teimetijunn Toheie S Kenajkunpupa::knat
12 Penetapan Keputusan Kenaikan El_ _._;_ | H IS . Draft Keputusan Kenaikan 3 hari Keputusan Kenaikan
Pangkat I g I I (g R .. Pangkat A% lpangkat
Pemeriksaan kembal.i hasil r Daftar Nama dan
13 penetapan dan penyiapan tanda { -+ Keputusan Kenaikan Pangkat 1 hari |Keputusan Kenaikan
terima penyerahan Keputusan '_' Pangkat
14 Menerima Keputusan Kenaikan ( Daftar Nama dan Keputusan A ;
Pangkat e Kenaikan Pangkat e




WIRAWA KARTA AAMARIA

]

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR SOP 11/SOP BKPSDM /2023

TGL. PEMBUATAN 01 Oktober 2023

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENYESUAIAN MASA KERJA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS

Memahami aturan yang berkaitan dengan Penyesuaian Masa Kerja ASN
Mengetahui SOP Penyesuaian Masa Kerja ASN

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer menggunakan microsoft
office.

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Tertib Administrasi dan Kearsipan

LN

orih

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

-  SOP Peremajaan/perbaikan data pada sistem kepegawaian;
- SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN

1. Komputer, Scanner, Printer, Flashdisk, Modem /Jaringan internet;
2. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyesuaian masa kerja berkaitan erat dengan kenaikan pangkat dan
| penyesuaian ijazah

- Data kepegawaian di SI ASN
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